BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 500.12.11.3/ £42 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2026

BUPATI BIREUEN,

. bahwa dalam rangka mengukur pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi  Publik, Pemerintah
Kabupaten Bireuen melalui Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian melakukan Monitoring
dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun
2026;

. bahwa berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi

Keterbukaan Informasi Publik, dipandang perlu
menetapkan Hasil Monitoring dan Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2026;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan dalam suatu Keputusan.

. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten
Simeulue sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022
tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan
Informasi Publik;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bireuen;

9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bireuen
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Prosedur Standar
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN :

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi
Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen
Tahun 2026, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip
terukur, objektif, akuntabel, partisipatif, transparan,
dan berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bire
pada tanggal 7

PARAF HIERARKI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN

p
MUKHLIS

KADIS KOMINSA

L

KABAG HUKUM
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 500.12.11.3/ 562 TAHUN 2026

TANGGAL

7 AcusTiK 202¢

PENETAPAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

TAHUN 2026
NO. BADAN PUBLIK NILAI KUALIFIKASI

1 | Dinas Perhubungan Kab. Bireuen 95,0 Sangat Baik
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .

2 Kab. Bireuen 88,7 Bailk

3 | Sekretariat Baitul Mal Kab. Bireuen 87,3 Baik

4 | Dinas Pendidikan Dayah Kab. Bireuen 86,7 Baik

S5 | Inspektorat Kab. Bireuen 85,1 Baik

6 Badan .Penanggulangan Bencana Daerah 81,0 Baik
Kab. Bireuen

7 | Dinas Pertanahan Kab. Bireuen 76,8 Cukup

3 Dinas ?endldlkan dan Kebudayaan 75,0 Cukup
Kab. Bireuen

9 | RSUD dr. Fauziah Kab. Bireuen 65,9 Cukup

10 | Sekretariat DPRK Kab. Bireuen 63,0 Cukup

11 | Dinas Syariat Islam Kab. Bireuen 62,0 Cukup

12 Badan 'Pengelola Keuangan Daerah 61,4 Cukup
Kab. Bireuen

13 Sekretgnat Majelis Pendidikan Aceh 59,0 Kurang
Kab. Bireuen
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

14 Permukiman Kab. Bireuen i Burang

15 Dinas Ifiependudukan dan Pencatatan Sipil 48,5 Kurang
Kab. Bireuen
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

. Terpadu Satu Pintu Kab. Bireuen 0,0 Kurang

17 Badan _Kesatuan Bangsa dan Politik 38,0 Kurang
Kab. Bireuen

18 | Sekretariat Majelis Adat Aceh Kab. Bireuen 378 Kurang

19 | Kecamatan Samalanga 35,0 Kurang
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan K

20 | setdaionh Bireuen 9.8 Sangat Kurang

21 Sekretgnat Majelis Permusyawaratan Ulama 29,0 Sangat Kurang
Kab. Bireuen

99 Dinas "I‘enaga Kerja dan Transmigrasi 29,0 Sangat Kurang
Kab. Bireuen

23 | Kecamatan Juli 28,9 Sangat Kurang

24 | Kecamatan Kota Juang 27,0 Sangat Kurang
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan :

25 | Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana | 27,0 Sangat Kurang
Kab. Bireuen

26 | Kecamatan Peulimbang 26,5 Sangat Kurang

27 | Kecamatan Gandapura 25,9 Sangat Kurang




28 | Kecamatan Jangka 20,0 Sangat Kurang

29 | Kecamatan Peusangan 20,0 Sangat Kurang
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul

30 | Hisbah Kab. Bireuen 19,0 Sangat Kurang

31 | Kecamatan Kuala 19,0 Sangat Kurang
Badan Kepegawaian dan Pengembangan

22 Sumber Daya Manusia Kab. Bireuen 6.0 Sangat Kurang

33 | Kecamatan Jeumpa 0,0 Sangat Kurang

34 | Kecamatan Peudada 5,0 Sangat Kurang

35 | Kecamatan Kuta Blang 4,0 Tidak Masuk Range Nilai

36 | Dinas Kesehatan Kab. Bireuen (Tidak Mengembalikan SAQ)

37 | Dinas Sosial Kab. Bireuen (Tidak Mengembalikan SAQ)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ; ;

38 Rubs. Bivenst (Tidak Mengembalikan SAQ)
Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan . :

39 Kb, Biveuen (Tidak Mengembalikan SAQ)

40 | Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Bireuen (Tidak Mengembalikan SAQ)
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi . ;

41 dan UKM Kab. Bireuen (Tidak Mengembalikan SAQ)
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan . :

42 Kib. Bifeisn (Tidak Mengembalikan SAQ)
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata . ;

43 Kib, Bifeuan (Tidak Mengembalikan SAQ)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah . .

Tid bal A

44 Rk, Bivetiet (Tidak Mengembalikan SAQ)

45 Dinas I..mgkungan Hidup dan Kehutanan (Tidak Mengembalikan SAQ)
Kab. Bireuen

46 | Kecamatan Peusangan Selatan (Tidak Mengembalikan SAQ)

47 | Kecamatan Simpang Mamplam (Tidak Mengembalikan SAQ)

48 | Kecamatan Pandrah (Tidak Mengembalikan SAQ)

49 | Kecamatan Jeunib (Tidak Mengembalikan SAQ)

S0 | Kecamatan Peusangan Siblah Krueng (Tidak Mengembalikan SAQ)

51 | Kecamatan Makmur (Tidak Mengembalikan SAQ)
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